
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang 
 

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 
5 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
201
Penjabaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201

 
b. bahwa 

atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
   
Mengingat 
 

: 1. Undang
dan
1985 Nomor 68, Tambahan
Indonesia  Nomor
Undang
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);
 

2. Undang
Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan
Kolusidan
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Indonesia Nomor 3851);

 
3. Undang

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nom
Nomor 4286);

 
4. Undang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Indonesia

 

BUPATI PESAWARAN 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 44 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI PESAWARAN, 
 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

bahwa untuk melaksanakan maksud pada hur
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3312) sebagaimana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan
Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

maksud pada huruf a tersebut di 
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Lembaran Negara Republik 
3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Lembaran Negara Republik 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4749); 

 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang          

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

 
21. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5272); 

 
22. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 
16); 

 
27. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 06); 

 
28. Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 16); 

   
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Pesawaran menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah.  

3. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah. 



Pasal2 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

1. Pendapatan     

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 41.956.848.582,55   
 b. Pendapatan Transfer Rp. 903.421.879.771,00   

 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang Sah 
Rp. 241.055.256.343,00 

  

  Jumlah Pendapatan   Rp. 1.186.433.984.696,55

       

2. Belanja     

 a. Belanja Tidak Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp. 475.969.878.141,00   

  2) Belanja Bunga Rp. -   

  3) Belanja Subsidi Rp. -   

  4) Belanja Hibah Rp. 13.163.371.250,00   

  
5) Belanja Bantuan 

Sosial 
Rp.    - 

  

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.450.950.000,00   

  

7) Belanja Bantuan 
Keuangan 
 

Rp. 128.459.162.044,00 

  

  
8) Belanja Tidak 

Terduga 
Rp. - 

  

   Jumlah   Rp. 619.043.361.435,00 

        

 b. Belanja Langsung     

  1) Belanja Pegawai Rp. 69.867.011.500,00   
  2) Belanja Barang dan 

Jasa 
Rp. 182.398.740.688,00  

 
  3) Belanja Modal Rp. 341.675.571.752,00   
   Jumlah   Rp. 593.941.323.940,00 

        

   Jumlah Belanja   Rp. 1.212.984.685.375,00

   Surplus / (Defisit)   Rp. (26.550.700.678,45) 

        

3. Pembiayaan     

 a. Penerimaan Rp. 65.381.228.466,59   

 b. Pengeluaran Rp. 25.196.991.450,00   

       

  
Jumlah Pembiayaan 
Netto   

Rp. 40.184.237.016,59                                                                                                                           

  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan 

Rp. 13.633.536.338,14 

        
Pasal 3 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 



Pasal 5 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

 
 

Ditetapkan di Gedong Tataan  

pada tanggal 24 Agustus 2017                   

 

BUPATI PESAWARAN, 

 

 

dto 

 

DENDI RAMADHONA K 

 

Diundangkan di Gedong Tataan 

Pada tanggal 24 Agustus 2017                        

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

 

 

 dto 

 

KESUMA DEWANGSA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 167 

 

Sesuai Dengan Salinan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDAKAB PESAWARAN, 

              

 

       dto 

 

SUSI PATMININGTYAS, S.H. 

Pembina Tk. I 

NIP. 19661015 199503 2 002 


